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Bab 3  Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  

URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

A. KEBIJAKAN PROGRAM 

Kebijakan Pembangunan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

diarahkan pada (1) Peningkatan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam 

proses pembangunan; (2) Peningkatan kapasitas lembaga pemberdayaan 

masyarakat; dan (3) Peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat 

dalam pembangunan. 

Adapun Program yang dilaksanakan pada Urusan Wajib Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Tahun 2025 adalah sebagai berikut : 

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa 

Program ini diarahkan untuk fasilitasi penerapan sistem informasi untuk 

Kelurahan di Kota Semarang dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai 

berikut : 

a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi 

Pemerintahan Desa. 

Kegiatan ini diarahkan untuk fasilitasi dalam pelaksanaan evaluasi 

perkembangan kelurahan di Kota Semarang. Adapun sub kegiatan 

sebagai berikut: 

● Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa; 

● Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa; 

● Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; 

● Fasilitasi Penyusunan Profil Desa; 

● Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan 

Kelurahan. 

2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan 

Masyarakat Hukum Adat 

Program ini diarahkan pada cakupan pemberdayaan lembaga 

kemasyarakatan di Kota Semarang dengan kegiatan dan sub kegiatan 

sebagai berikut : 

a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang 

Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang 

Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah 

Kabupaten/Kota. 
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Bab 3  Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  

Kegiatan ini diarahkan untuk fasilitasi peningkatan kapasitas bagi 

lembaga kemasyarakatan kelurahan. Adapun sub kegiatan sebagai 

berikut: 

● Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan 

Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, 

PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat 

Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat; 

● Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang 

Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum 

Adat; 

● Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan 

Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa; 

● Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat 

Guna; 

● Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat; 

● Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga. 

 

B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 

1. REALISASI KEUANGAN 

Realisasi keuangan untuk pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan pada Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 

2025 sebesar : 

OPD ANGGARAN (Rp) 
REALISASI 

ANGGARAN (Rp) 

PERSEN 

TASE (%) 

URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DAN DESA 

4.263.194.754 3.889.565.173 91,23% 

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA 

SEMARANG 

   

JUMLAH 4.263.194.754 3.889.565.173 91,23% 

 

Capaian realisasi keuangan pada Tahun 2025 adalah 91,23% atau Rp 

3.889.565.173 dari pagu anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 4.263.194.754. 
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Bab 3  Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  

Adapun perincian pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada 

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  Tahun 2025 sebagai 

berikut: 

KODE 

REK 

 PROGRAM/KEGIATAN/                        

SUB KEGIATAN 

ANGGARAN 

(Rp) 

REALISASI 

ANGGARAN (Rp) 

PERSEN 

TASE (%) 

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DAN DESA 
4.263.194.754 3.889.565.173 91,23% 

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG 
   

04 Administrasi Pemerintahan Desa 685.006.791 561.114.800 81,91% 

2.01 Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Administrasi 

Pemerintahan Desa 

685.006.791 561.114.800 81,91% 

0002 Fasilitasi Penyusunan Produk 

Hukum Desa 
37.650.050 32.280.000 85,74% 

0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 

Desa 
10.669.600 9.385.000 87,96% 

0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas 

Aparatur Pemerintah Desa 
32.996.191 32.178.200 97,52% 

0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 20.117.430 20.096.500 99,90% 

0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan 

Desa serta Lomba Desa dan 

Kelurahan 

583.573.520 467.175.100 80,05% 

05 

Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan, Lembaga Adat 

dan Masyarakat Hukum Adat 

3.578.187.963 3.328.450.373 93,02% 

2.01 Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan yang Bergerak di 

Bidang Pemberdayaan Desa dan 

Lembaga Adat Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota serta 

Pemberdayaan Masyarakat Hukum 

Adat yang Masyarakat Pelakunya 

Hukum Adat yang Sama dalam 

Daerah Kabupaten/Kota 

3.578.187.963 3.328.450.373 93,02% 

0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan 

dan Pendayagunaan Kelembagaan 

Lembaga Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, 

Posyandu, LPM, dan Karang 

Taruna), Lembaga Adat 

Desa/Kelurahan dan Masyarakat 

Hukum Adat 

410.890.500 359.250.200 87,43% 
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Bab 3  Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  

KODE 

REK 

 PROGRAM/KEGIATAN/                        

SUB KEGIATAN 

ANGGARAN 

(Rp) 

REALISASI 

ANGGARAN (Rp) 

PERSEN 

TASE (%) 

0003 Peningkatan Kapasitas 

Kelembagaan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan 

(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan 

Karang Taruna), Lembaga Adat 

Desa/Kelurahan dan Masyarakat 

Hukum Adat 

161.745.173 105.900.000 65,47% 

0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha 

Ekonomi Masyarakat dan 

Pemerintah Desa dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Desa  

1.643.693.222 1.613.843.108 98,18% 

0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam 

Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 
21.722.179 19.910.500 91,66% 

0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong 

Royong Masyarakat 
73.295.970 64.112.000 87,47% 

0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam 

Penyelenggaraan Gerakan 

Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kesejahteraan Keluarga 

1.266.840.918,

70 
1.165.434.565 92,00% 

 4.263.194.754 3.889.565.173 91,23% 

 

2. HASIL YANG DICAPAI 

Capaian pada Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  

Tahun 2025 sebagai berikut :  

INDIKATOR KINERJA 
TAHUN 2025 REALISASI 

TAHUN 2024 TARGET REALISASI % 

1. Persentase LPM aktif 100% 100% 100 100% 

 

Pada tabel di atas, di tahun 2025 capaian indikator kinerja Persentase 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) aktif berhasil mencapai target 

100%. LPM yang aktif tersebut adalah RT, RW, PKK, Posyandu, LPMK, 

Karang Taruna dan KP SPAMS. Hal ini sama dengan capaian di tahun 2024 

sebesar 100%. 
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Bab 3  Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  

1) PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 

INDIKATOR KINERJA 

TAHUN 2025 
REALISASI 

TAHUN 2024 TARGET 
REALISAS

I 
% 

1. Persentase Kelurahan yang 

Menerapkan Sistem Informasi 

100% 100% 100 100% 

 

Pada tahun 2025 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai target 

sejumlah 100%. Pada tahun 2025, indikator kinerja program sama dengan 

tahun 2024. 

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan 

yang telah dilaksanakan yaitu : 

a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa dengan kegiatan sebagai 

berikut : 

● Kegiatan Fasilitasi Produk Hukum Kelurahan dilaksanakan pada 

tanggal 22 Januari 2025 di Ruang Lokakrida Gedung Moch Ichsan 

Lantai 8 diikuti 200 peserta; 

● FGD Optimalisasi Kebijakan Produk Hukum Kelurahan dalam 

Penanggulangan Stunting dan Kemiskinan di Kota Semarang 

dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2025 di Kelurahan Jagalan diikuti 50 

peserta 

b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan kegiatan sebagai berikut : 

● FGD Pembahasan Penganggaran dan Program Kerja Kelurahan Terkait 

Penanganan Stunting dilaksanakan pada tanggal 3 November 2025 di 

Gedung Juang 45 diikuti 200 peserta; 

c. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dengan 

kegiatan sebagai berikut : 

● FGD Penguatan Peran Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan 

Kelurahan dalam Penanggulangan Stunting di Kota Semarang 

dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2025 di Kelurahan Jangli diikuti 50 

peserta; 

● Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan 

Kelurahan dalam Penanganan Stunting dan Kemiskinan di Kota 

Semarang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2025 di Gedung 

Juang 45 diikuti 200 peserta; 
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Bab 3  Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  

d. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dengan kegiatan sebagai berikut : 

● Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Desa/Kelurahan (Prodeskel) dan 

Aplikasi Ruang Warga dilaksanakan pada tanggal 7 dan 12 s/d 14 

Agustus 2025 di Ruang Rapat Diskominfo diikuti Bappeda Kota 

Semarang, Diskominfo Kota Semarang, Bagian Tata Pemerintahan 

Setda Kota Semarang, Sekcam se Kota Semarang dan Seklur se Kota 

Semarang; 

e. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 

dengan kegiatan sebagai berikut : 

● Lomba Kelurahan Tingkat Kota dilaksanakan pada bulan Maret-April 

2025 di Masing-masing Kelurahan yang Mengikuti Lomba diikuti 16 

Kelurahan Perwakilan dari 16 Kecamatan Se-Kota Semarang; 

● Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi dilaksanakan pada bulan Agustus 

s/d Oktober 2025 di Sitroom Balaikota Semarang dengan Kelurahan 

Jatirejo sebagai Juara Tingkat Kota serta di dampingi OPD terkait; 

● Lomba Kelurahan Tingkat Nasional dilaksanakan pada bulan Oktober 

2025 di Sitroom Balaikota dengan Kelurahan Jatirejo sebagai Juara 

Tingkat Kota serta di dampingi OPD terkait; 

● Lomba Kampung Hebat dilaksanakan pada bulan Oktober s/d 

November 2025 di Kota Semarang diikuti Kelurahan Se-Kota 

Semarang; 

 

2) PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA 

ADAT DAN AMSYARAKAT HUKUM ADAT 

INDIKATOR KINERJA 

TAHUN 2025 
REALISASI 

TAHUN 2024 TARGET 
REALISAS

I 
% 

1. Cakupan Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan 

100% 100% 100 100% 

 

Pada tahun 2025 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai target 

sejumlah 100%. Pada tahun 2025, indikator kinerja program sama dengan 

tahun 2024. 

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan 

yang telah dilaksanakan yaitu : 
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Bab 3  Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  

a. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan 

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, 

LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan 

Masyarakat Hukum Adat dengan kegiatan sebagai berikut : 

• Pembahasan Program Kerja LPMK Kota Semarang dilaksanakan pada 

tanggal 12 Maret 2025 di Pendopo Disdalduk KB diikuti LPMK Se-Kota 

Semarang; 

• FGD dan Monev Bantuan Operasional Tahun 2025 dilaksanakan pada 

bulan November s/d Desember di 16 Kecamatan diikuti Kecamatan, 

Kelurahan, Perwakilan Lembaga RT RW PKK Se-Kota Semarang; 

b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), 

Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan 

kegiatan sebagai berikut : 

● FGD Tentang Kelembagaan Posyandu Terhadap Penanganan Stunting 

di Kota Semarang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025 di Taman 

Budaya Raden Saleh diikuti 50 peserta; 

● Sosialisasi Posyandu 6 SPM dilaksanakan pada tanggal 6 November 

2025 di Rumah Dinas Walikota Semarang diikuti 200 peserta; 

● Peningkatan Karakter Tim Penggerak PKK Se-Kota Semarang 

dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2025 di Aula Wisma 

Perdamaian Kota Semarang diikuti 400 peserta; 

c. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah 

Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dengan kegiatan sebagai 

berikut : 

● TMMD Sengkuyung Tahap I dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 

s/d 20 Maret 2025 di Kelurahan Bendan Dhuwur Kecamatan 

Semarang Barat diikuti 800 peserta; 

● TMMD Reguler Ke 124 dilaksanakan pada tanggal 6 Mei s/d 4 Juni 

2025 di Kelurahan Pakintelan Kecamatan Gunungpati diikuti 2370 

peserta; 

● FGD Optimalisasi Peran Pemda&masyarakat Terkait Keamanan 

Pangan Dalam Rangka Penurunan Stunting di Kota Semarang 

dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2025 di Kelurahan Pakintelan 

Kecamatan Gunungpati diikuti 40 peserta; 
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Bab 3  Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  

● Focus Group Discussion (FGD) Peran Pemerintah Daerah dan 

Masyarakat Terkait Keamanan Pangan Dalam Rangka Penurunan 

Stunting di Kota Semarang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2025 di 

Kelurahan Jomblang Kecamatan Candisari diikuti 40 peserta; 

● TMMD Sengkuyung Tahap III dilaksanakan pada tanggal 23 Juli s/d 

21 Agustus 2025 di Kelurahan Mlatiharjo Kecamatan Semarang Timur 

diikuti 1250 peserta; 

● Rapat Kerja KP SPAM dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2025 di 

Gedung Juang 45 diikuti 111 peserta; 

● TMMD Sengkuyung Tahap IV dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober s/d 

6 November 2025 di Kelurahan Karangroto Kecamatan Genuk diikuti 

1355 peserta; 

d. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 

dengan kegiatan sebagai berikut : 

● Bimbingan Teknis Teknologi Tepat Guna (TTG) dilaksanakan pada 

tanggal 5 februari 2025 di Metro Park View Hotel Semarang diikuti 60 

peserta; 

e. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dengan kegiatan 

sebagai berikut : 

● Apel Terpusat Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Karya 

Bhakti TNI HUT RI Ke 80 Kota Semarang Tahun 2025 dilaksanakan 

pada tanggal 20 September 2025 di Kantor Kecamatan Ngaliyan diikuti 

586 peserta; 

f. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dengan kegiatan 

sebagai berikut : 

● Peningkatan Kapasitas Kader Pos PAUD Kecamatan Se-Kota Semarang 

dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2025 di Balai Besar Penjamin 

Mutu Pendidikan (BBPMP) diikuti 150 peserta; 

● Workshop Peningkatan Kompetensi Kader Pos dilaksanakan pada 

tanggal 26 Februari 2025 di Aula Universitas Ivet Semarang diikuti 150 

peserta; 

● Bintal dan Halal Bi Halal Idul Fitri 1446H dilaksanakan pada tanggal 

15 April 2025 di Rumah Dinas Walikota Semarang diikuti 310 peserta; 



                        Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  (LKPJ) Wali Kota Semarang  

 
                              Akhir Tahun Anggaran 2025 

   

 

 
 

 

 

9 
 
  

 
 

Bab 3  Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  

● Kursus Singkat Pasangan Usia Subur (KURSI PUS) dilaksanakan pada 

tanggal 10 Mei 2025 di 10 Mei 2025 diikuti 110 peserta; 

● Lomba Tertib Administrasi dan Inovasi Dasa Wisma Tingkat Kota 

Semarang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2025 di Kelurahan 

Kemijen dan Kelurahan Tambakrejo diikuti Kader Kelompok Dawis; 

● Evaluasi 10 Program Pokok PKK di Kecamatan Tingkat Kota Semarang 

dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2025 di Kantor Kecamatan 

Semarang Utara diikuti TP PKK Kecamatan; 

● Evaluasi 10 Program Pokok PKK di Kelurahan Tingkat Kota Semarang 

dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2025 di Kelurahan Miroto diikuti TP 

PKK Kelurahan; 

● Lomba Tata Laksana Rumah Tangga dilaksanakan pada tanggal 4 

Agustus 2025 di Kelurahan Bangetayu, Pedurungan Tengah dan 

Gayamsari diikuti Kader Kelurahan; 

● Pelantikan dan Pengukuhan TP PKK Kota Semarang, TP Posyandu, 

Bunda PAUD, Bunda Literasi Kota, Kecamatan dan Kelurahan Se-Kota 

Semarang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2025 di Rumah 

Dinas Walikota Semarang diikuti 350 peserta; 

● Festival Anak Hebat dilaksanakan pada tanggal 27 September 2025 di 

Rumah Dinas Walikota Semarang diikuti 110 peserta; 

● Peringatan HKG PKK Ke-53 Tingkat Kota Semarang dilaksanakan pada 

tanggal 30 September 2025 di Taman Budaya Raden Saleh diikuti 350 

peserta; 

● Rapat Kerja PKK Kota Semarang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 

2025 di Rumah Dinas Walikota Semarang diikuti 420 peserta; 

● Peningkatan Kapasitas Kader PKK Kota Semarang dilaksanakan pada 

tanggal 12 November 2025 di Hotel Pandanaran diikuti 120 peserta; 

● Bimbingan Teknis Literasi Digital, Optimalisasi dan Penguatan 

Keterampilan Komunikasi PKK Go Digital dilaksanakan pad atanggal 

17 November 2025 di Rumah Dinas Walikota Semarang diikuti 400 

peserta; 

● Bimbingan Teknis Literasi Digital, Optimalisasi dan Penguatan 

Keterampilan Komunikasi PKK Go Digital dilaksanakan pad atanggal 

18 November 2025 di Rumah Dinas Walikota Semarang diikuti 400 

peserta; 
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● Pelantikan Forum Posyandu dan Forum Pos PAUD Kota Semarang 

dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2025 di Gedung PKK Kota 

Semarang diikuti 125 peserta; 

 

3. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI 

Permasalahan yang dihadapi Urusan Wajib Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Tahun 2025 sebagai berikut :  

1. Rendahnya keterwakilan peran perempuan dalam struktur 

kepengurusan lembaga kemasyarakatan; 

2. Belum optimalnya fungsi lembaga kemasyarakatan. 

 

4. RENCANA TINDAK LANJUT 

Rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut 

antara lain :  

1. Melakukan sosialisasi kesetaraan gender kepada pengurus dan 

masyarakat yang terdapat pada lembaga kemasyarakatan; 

2. Penguatan peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan. 

 

5. PRESTASI DAN PENGHARGAAN 

Prestasi dan Penghargaan yang diperoleh Urusan Wajib 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  Tahun 2025 yaitu :  

1. Kota Semarang pada tahun 2025 berhasil mendapatkan Juara I dalam 

Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang di selenggarakan 

oleh Pemerintah Provinsi Jaw Tengah; 

2. Kota Semarang pada tahun 2025 berhasil mendapatkan Predikat 5 

Besar dalam Lomba Kelurahan Tingkat Nasional yang di selenggarakan 

oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 
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6. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN 

Kebijakan Strategis yang ditetapkan Urusan Wajib Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Tahun 2025 sebagai berikut :  

No Kebijakan Strategis Dasar Hukum 
Tujuan/Masalah Yang 

Diselesaikan 

1 Penetapan Juara Lomba 

Kelurahan Tingkat Kota 

Semarang 

Peraturan Wali Kota 

Semarang Nomor 77 

Tahun 2023 

Menentukan status dan menilai 

tingkat keberhasilan 

penyelenggaraan, 

pembangunan, pembinaan dan 

pemberdayaan masyarakat di 

wilayah Kelurahan 

2 Penetapan Pemenang 

Pemilihan Pelaksana 

Terbaik Pos Pelayanan 

Terpadu Tingkat Kota 

Semarang Tahun 2024 

Peraturan Wali Kota 

Semarang Nomor 41 

Tahun 2024 

Meningkatkan pelayanan 

kesehatan dan sosial bagi 

masyarakat serta untuk 

menilai tingkat keberhasilan 

Pos Pelayanan Terpadu di Kota 

Semarang 

3 Penetapan Lokasi 

Pelaksanaan Kegiatan 

Tentara Nasional 

Indonesia Manunggal 

Membangun Desa 

Di Kota Semarang Tahun 

2025 

Keputusan Wali Kota 

Semarang Nomor 

400.2/140 Tahun 2025 

Meningkatkan kesejahteraan 

dan pertumbuhan ekonomi 

Masyarakat di Kota Semarang 

melalui konsep bergerak 

bersama, perlu menggandeng 

elemen Tentara Nasional 

Indonesia melalui program 

Tentara Nasional Indonesia 

Manunggal Membangun Desa 

yang merupakan salah satu 

kegiatan perwujudan 

kemanunggalan Tentara 

Nasional Indonesia dengan 

rakyat 

4 Pembentukan Tim 

Pembina dan Asosiasi 

Pengelola Sistem 

Penyediaan Air Minum 

Dan Sanitasi Kota 

Semarang Masa Bhakti 

Tahun 2025-2030 

Keputusan Walikota 

Semarang Nomor 

400.7.11/777 Tahun 

2025 

Meningkatkan Pemeliharaan 

dan Keberlanjutan Prasarana 

dan Sarana Air Minum dan 

Sanitasi yang dapat 

Memberikan Manfaat Besar 

bagi Masyarakat Kota 

Semarang 

5 Pedoman Pembentukan 

Lembaga Kemasyarakatan 

Kelurahan 

Peraturan Wali Kota 

Nomor 1 Tahun 2025 

tentang Pedoman 

Pembentukan Lembaga 

Memberikan pedoman tentang 

Pembentukan Lembaga 

Kemasyarakatan Kelurahan 

sesuai dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 18 



                        Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  (LKPJ) Wali Kota Semarang  

 
                              Akhir Tahun Anggaran 2025 
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Bab 3  Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  

Kemasyarakatan 

Kelurahan 

Tahun 2018 dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2024 

6 Pedoman Pemberian 

Bantuan Operasional RT 

RW 

Peraturan Wali Kota 

Nomor 32 Tahun 2025 

tentang Pedoman 

Pemberian Bantuan 

Operasional Rukun 

Tetangga dan Rukun 

Warga 

memberikan pedoman tentang 

Pemberian Bantuan 

Operasional Rukun Tetangga 

dan Rukun Warga 

7 Pedoman Pemberian 

Bantuan Operasional PKK 

RT dan PKK RW 

Peraturan Wali Kota 

Nomor 47 Tahun 2025 

tentang Pedoman 

Pemberian Bantuan 

Operasional Kelompok 

Pemberdayaan 

Kesejahteraan Keluarga 

Rukun Tetangga dan 

Kelompok Pemberdayaan 

Kesejahteraan Keluarga 

Rukun Warga 

memberikan pedoman tentang 

Pemberian Bantuan 

Operasional Kelompok 

Pemberdayaan Kesejahteraan 

Keluarga Rukun Tetangga dan 

Kelompok Pemberdayaan 

Kesejahteraan Keluarga Rukun 

Warga 

 

7. REKOMENDASI DPRD  

Rekomendasi DPRD pada LKPJ Wali Kota Semarang Akhir Tahun 

Anggaran 2024 pada Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  

Tahun 2025 sebagai berikut :  

No 
Rekomendasi DPRD atas       

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2024 
Tindak Lanjut 

Tujuan/Masalah 

yang Diselesaikan 

1 NIHIL NIHIL NIHIL 

 

 

Mengetahui dan menyetujui, 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kota Semarang 

 

 

 

(Dr. dr. EKO KRISNARTO, Sp.KK) 

Pembina Utama Muda 

NIP 197012272006041002 



VISUALISASI DATA HASIL-HASIL PEMBANGUNAN 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

KEGIATAN/SUB KEGIATAN : Kegiatan Fasilitasi Produk Hukum Kelurahan / Fasilitasi 

Penyusunan Produk Hukum Desa 

 
 

22 Januari 2025 di Ruang Lokakrida Gedung Moch Ichsan 

 

KEGIATAN/SUB KEGIATAN : FGD Pembahasan Penganggaran dan Program Kerja Kelurahan 

Terkait Penanganan Stunting / Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 

 

3 November 2025 di Gedung Juang 45 

 



KEGIATAN/SUB KEGIATAN : Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan 

Kelurahan dalam Penanganan Stunting dan Kemiskinan di Kota Semarang / Pembinaan 

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 

 

10 November 2025 di Gedung Juang 45 

 

KEGIATAN/SUB KEGIATAN : Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Desa/Kelurahan (Prodeskel) 

dan Aplikasi Ruang Warga / Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 

 

7, 12 - 14 Agustus 2025 di Ruang Rapat Diskominfo Kota Semarang 

 



KEGIATAN/SUB KEGIATAN : Lomba Kelurahan Tingkat Nasional / Fasilitasi Evaluasi 

Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 

 

Oktober 2025 di Sitroom Balaikota Semarang dan Kelurahan Jatirejo 

 

KEGIATAN/SUB KEGIATAN : FHD dan Monev Bantuan Operasional Tahun 2025 / Fasilitasi 

Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat 

Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 

 

November s/d Desember 2025 di 16 Kecamatan 

 

 



KEGIATAN/SUB KEGIATAN : Sosialisasi Posyandu 6 SPM / Peningkatan Kapasitas 

Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan 

Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat  

 

6 November 2025 di 16 Rumah Dinas Walikota Semarang 

 

KEGIATAN/SUB KEGIATAN : TMMD Reguler Ke 124 / Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi 

Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 

 

6 Mei s/d 4 Juni 2025 di Kelurahan Pakintelan Kecamatan Gunungpati 

 

 



KEGIATAN/SUB KEGIATAN : Bimbingan Teknis TTG (Teknologi Tepat Guna) / Fasilitasi 

Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 

 

5 Februari 2025 di Metro Park View Hotel 

 

KEGIATAN/SUB KEGIATAN : Apel Terpusat Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Karya 

Bhakti TNI HUT RI ke 80 Kota Semarang Tahun 2025 / Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong 

Masyarakat 

 

20 September 2025 di Kantor Kecamatan Ngaliyan 

 

 



KEGIATAN/SUB KEGIATAN : Peringatan HKG PKK ke 53 Tingkat Kota Semarang / Fasilitasi 

Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kesejahteraan Keluarga 

 

30 September 2025 di Taman Budaya Raden Saleh 

 
 

 

Mengetahui dan menyetujui, 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kota Semarang 

 

 

 

(Dr. dr. EKO KRISNARTO, Sp.KK) 

Pembina Utama Muda 

NIP 197012272006041002 

 

 
 



PENYELENGGARAAN 

TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2025 

(Bersumber dana APBN) 

 

Penyelenggaraan urusan tugas pembantuan yang memuat : 

1. Dasar Hukum       : NIHIL 

DIPA Nomor       : NIHIL 

2. Instansi Pemberi Tugas     : NIHIL 

3. Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan : NIHIL 

4. Program        : NIHIL 

Kegiatan       : NIHIL 

Sub Kegiatan       : NIHIL 

5. Anggaran      : NIHIL 

6. Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  : NIHIL 

7. Hambatan/ Permasalahan     : NIHIL 

8. Solusi/Rencana Tindak Lanjut    : NIHIL 

 

Masing - masing tugas dirinci sesuai format dibawah ini : 

 

Tabel 1. 

NO 

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 

KET. 
NAMA 

PROGRAM,KEGIATAN 
DAN SUB KEGIATAN 

URAIAN LOKASI 
JUMLAH 

DANA 
SUMBER 

DANA 

 
 
 

 

NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL 

 

Tabel 2. 

NO 

PENYELENGGARAAN TUGAS TUGAS YANG DIPERBANTUKAN 

KET. 
NAMA PROGRAM, 

KEGIATAN DAN SUB 

KEGIATAN 

URAIAN LOKASI 
JUMLAH 

DANA 
SUMBER 

DANA 

 
 
 
 

NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL 

 

 

Mengetahui dan menyetujui, 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kota Semarang 

 

 

 

(Dr. dr. EKO KRISNARTO, Sp.KK) 

Pembina Utama Muda 

NIP 197012272006041002 


